
SALINAN  
 

 

 

 
BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

 

NOMOR   93   TAHUN   2022 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 55 TAHUN 

2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN 

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PURBALINGGA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendelegasian wewenang 

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada 

kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang 

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purbalingga;  

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 97 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu perlu menambah praktik izin 
dokter menjadi salah satu wewenang yang 

didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, sehingga 

perlu mengubah Peraturan Bupati Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang 

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purbalingga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Purbalingga; 

 

 



Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431): 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724): 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5607); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 



11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 

17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2210); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1956); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 

Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2013 Nomor 13); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor30); 

21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga 

(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 

Nomor 82); 

                      



              MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 55 TAHUN 

2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 

PURBALINGGA 

 

Pasal  I 

Ketentuan Lampiran II Nomor 9 Urusan Kesehatan Peraturan Bupati 

Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga 

(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 55) diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Purbalingga. 

   

Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 1 September 2022 

BUPATI PURBALINGGA, 

 

ttd 

 
 

DYAH HAYUNING PRATIWI 

Diundangkan di Purbalingga 

pada tanggal 1 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 
 

                 ttd 

 
HERNI SULASTI 

 

 

 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 93 

 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
NOMOR   93  TAHUN  2022 
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 55 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN 
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA 

 

PERIZINAN BERUSAHA LAINNYA DAN/ATAU PERIZINAN NON BERUSAHA 

No Urusan Nama Perizinan 

1. Urusan Penataan Ruang dst 

2. Urusan Keuangan Dst 

Dst.   

9. Urusan Kesehatan 1. Izin Pelayanan Radiologi 
2. Dst s.d 37. 
Ditambahkan 
38. Izin Praktik Dokter 

Dst   

13. Urusan Perhubungan   

 

BUPATI PURBALINGGA, 

 
ttd 

 
DYAH HAYUNING PRATIWI 

 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 93 

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 September 2022      

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 
 

ttd 

HERNI SULASTI 

 

 


